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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi yang telah ditetapkan, yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara d
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kine
Laporan Kinerja instansi Pemerintah, yang meng
orkan hasil kinerja atau keberhasilan yang telah dicapa
nerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
dalam laporan ini adalah tingkat pencapaian
njikan dalam Penetapan Kinerja
Daya Manusia Tahun 2019.

pemerintah melap
kegiatan yang telah dilaksanakan. Ki
Sumber Daya Manusia yang dimuat
target kinerja sebagaimana yang telah diperja
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Setiap tahun, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana
Strategis dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan dituangkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja yang selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja [nstansi Pemerintah ini juga diuraikan realisasi
kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Padang Panjang Tahun 2019 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang
tahun 2019. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian
kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Padang Panjang sudah memuaskan. Namun masih ada beberapa indikator kinerja
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Semoga Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2019, selain menjadi laporan
pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah
dan

ditetapkan, juga dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi,
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Panjang agar pelaksanaan
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menjadi  bahan pembclajaran  yang baik bagi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang
kinerja ke depan berjalan lebih produktif, efektif dan efisien.

l:::ﬁQang Panjang, Januari 2020
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang panjang Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, Badan Kepegawaian dan

ber Daya Manusia Kota Padang Panjang melaksanakan

Pengembangan Sum
pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan

fungsi penunjang urusan
dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31

e Aan Funoci Serta .
dan rungs: sciwa

1Q tantana Kedy i i
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mempunyai fungsi sebagai berikut :

2. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintanan bidang

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

b. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang kepegawaian

serta pendidikan dan pelatihan;
c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan;

d. Melaksanakan administrasi bidang kepegawaian serta pendidikan dan

pelatihan; dan
e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Adapun susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor 31 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
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Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengadaan Aparatur;

2. Sub Bidang Mutasi dan Jabatan; dan

3. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kinerja dan informasi Kepegawaian,
terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

2. Sub Bidang Kinerja dan Disiplin; dan

3. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.

e. UPT; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, uraian
tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan
urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala

Badan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

h. pelaksanaan kehijakan teknis penyelenggaraan hidang kepegawaian
serta pendidikan dan pelatihan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan;

d. pelaksanaan administrasi bidang kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas

Nenms (hme, P et oz
dan fungsinya.
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(2) Sekretariat, dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi
di lingkungan BKPSDM.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian,

keuangan, evaluasi dan pelaporan;

rATEYAT A oAy A

perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta
kehumasan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawain dalam
arti melaksanakan tugas urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi,
penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan,
peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan Kkepustakaan,
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi
dan tata laksana serta kehumasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi, perumusan petunjuk teknis dibidang
administrasi umum dan kepegawaian;

S Y [ T—— o] oY e sy e [ ree— PRSPy [
1unistiasi umuin yang mi€nputi surat inasuk,

-
]

surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah
tangga, sarana prasarana dan aset;

c. pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin,
kesejahteraan, data, dan peningkatan kapasitas pegawai dilingkungan
BKPSDM; dan
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d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

(4) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan program Kkeuangan dalam arti
melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan
verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dan koordinasi
penyusunan program, menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja,
mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, informasi dan laporan
pelaksanaan kegiatan serta, melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pembuatan laporan realiasi kegiatan pencapaian kinerja lingkup BKSDM.
Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi
keuangan dan perencanaan;

b. pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan
anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan
laporan keuangan dan realisasi anggaran;

. pengelolaan urusan perencanaan meliputi penyusunan rencana Keija
tahunan, dokumen anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan
laporan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

(5) Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas BKPSDM di bidang Pengadaan, Mutasi dan
Kepangkatan, dengan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program

pengadaan aparatur;

dan jabatan;

c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program

kepangkatan dan pensiun; dan
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d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

(6) Sub Bidang Pengadaan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan

program pengadaan aparatur dalam arti melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis pengadaan, pembinaan dan
pelayanan dalam rangka penyusunan formasi pegawai, pengadaan
pegawai, pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,
pengurusan tugas belajar/izin belajar, pengurusan kartu dan pengusulan
penghargaan dan tanda jasa pegawai.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengadaan

Aparatur mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengadaan aparatur;

b. pengelolaan urusan di bidang pengadaan aparatur; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

(7) Sub Bidang Mutasi dan Jabatan mempunyai tugas menyelenggarakan
program mutasi pegawai dalam arti melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan Kebijakan teknis, pembinaan dan pelayanan
mutasi jabatan struktural, pelaksana dan fungsional, seleksi jabatan
pimpinan tinggi, uji kompetensi pegawai, pengelolaan jabatan fungsional
dan tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap di lingkungan peerintah.
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, Sub Bidang Mutasi dan
Jabatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang mutasi dan jabatan;

b. pelaksanaan, pengelolaan dan pengevaluasi urusan mutasi dan
jabatan; dan

c¢. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

finnoginva
mngsinya,

(8) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas
menyelenggarakan program kepangkatan dan pensiun dalam arti

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
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dan pembinaan kepangkatan dan pensiun pegawai. Untuk melaksanakan
tugas tersebut, Sub Bidang Mutasi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kepangkatan dan

pensiun;

. pengelolaan dan pengurusan urusan kepangkatan pensiun pegawai;
dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

(9) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kinerja dan Informasi Kepegawaian
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKPSDM dibidang
pendidikan dan pelatihan, kinerja dan Informasi Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang

Pendidikan dan Pelatihan, Kinerja dan Informasi Kepegawaian

mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
pendidikan dan pelatihan formal dan struktural;

b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatinan teknis dan fungsional dan peningkatan profesionalisme
aparatur;

c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
pembinaan kinerja dan disiplin pegawai;

d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program
pengolahan data dan informasi pegawai; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

(10) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatthan mempunyai tugas
menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan pegawai dalam

arti pelaksanaan diklat formal, struktural, teknis dan fungsional bagi
pegawai.
Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Sub Bidang Pendidikan

dan Pelatihan mempunyai fungsi :
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a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan
pelatihan pegawai;

b. pengelolaan urusan di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai;
dan

c. pelaksanaan fungsi iain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

(11) Sub Bidang Kinerja dan Disiplin mempunyai tugas menyelenggarakan
program kinerija, disiplin dan pembinaan pegawai.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sub Bidang Kinerja

dan Disiplin mempunyai fungsi :

a. penyiapan hahan perumusan kebijakan dihidang kinerja, disiplin dan
pembinaan pegawai;

b. pengelolaan urusan di bidang kinerja dan disiplin pegawai; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

(12) Sub Bidang  Informasi = Kepegawaian = mempunyai tugas
menyelenggarakan program bidang data dan informasi kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaiinana dimaksud diatas, Sub

Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi;

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang
berhubungan dengan pengoiahan dan penyajian data informasi
kepegawaian;

b. pengelolaan urusan informasi kepegawaian; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

Kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama pada
penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat sangat tergantung pada
kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara, yang mana hal ini tercermin pada
keterampilan, kemampuan, pengetahuan dan perilaku disiplin. Hal tersebut

mempunyai pengaruh yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam
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Negara sebagai penggerak utama Kinerja organisasi di pemerintahan, perlu
dimanfaatkan dan diberdayakan seoptimal mungkin agar tujuan yang telah
ditetapkan dapat dicapai. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi untuk
peningkatan  kualitas sumber daya aparatur mutlak diperlukan guna
mendukung terciptanya akuntabiiitas kinerja instansi pemerintah dan
terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (good governance).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Padang Panjang sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi membantu
Kepala Daerah dalam pengelolaan manajemen kepegawaian, telah berupaya
mendukung salah satu agenda prioritas Walikota Padang Panjang sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018 - 2023. Hal tersebut
berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang, yaitu pada misi
pertama, yakni memantapkan tata kelola pemerintahan yang amanah dan anti

KN.

N

Untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang amanah
dan anti KKN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Padang Panjang telah menetapkan beberapa strategi, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

2. Melakukan redistribusi staf dan pejabat struktural dengan personil yang
memiliki kompetensi

3. Memantaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan informasi
kepegawaian.

Strategi-strategi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk program
dan kegiatan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Padang Panjang, dan hasil pelaksanaan dari program dan
kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang

yang berisikan capaian realisasi Kinerja serta evaluasi dalam pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan.
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B. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang

Panjang Tahun 2019 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan kinerja tahun 2019 yang merupakan tahun ke iima dari RPjMD
tahun 2018-2023. Laporan Kinerja ini mengandung arti penting dalam
mewujudkan Good Governance, yaitu aspek transparansi dan akuntabilitas dan
juga sebagai media bertanggungjawaban kepada stakeholder serta merupakan
alat evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan tahunan,
sehingga dapat diketahui dan diarahkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan
serta perbaikan-perbaikan di masa mendatang,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berisikan gambaran
mengenai tingkat capaian atas kinerja yang telah dilaksanakan, permasalahan

serta evaluasi terhadap kegagalan dalam pencapaian kinerja yang telah

Kepegawaian dan Pengembangaﬁ Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang
di masa mendatang.

C. Penjeiasan Umum Organisasi

Pembangunan aparatur negara merupakan bidang yang mendapat
prioritas penting dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang nasional
(RPIPN) tahun 2005-2025. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembanounan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang, yaitu memantapkan
tata kelola pemerintahan yang amanah dan anti KKN.

Implementasi pembangunan aparatur yang dilakukan melalui reformasi
birokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara
dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung
keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Upaya pembangunan
aparatur diarahkan untuk mewujudkan aparatur yang melayani, profesional,

efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemantapan dan perluasan reformasi birokrasi sebagai langkah

Laporan Kinerja BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2019

Dipindai dengan CamScanner



perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi
tantangan sekaligus kesempatan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang. Secara internal, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang
dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi, dan di sisi lain juga dituntut
untuk lebih mampu berperan dalam pembangunan bidang kepegawaian, yang
diarahkan kepada peningkatan kompetensi pegawai melalui pengembangan
sistem perencanaan dan pengembangan karir, pengembangan diklat bagi

pegawai, pengembangan pola mutasi yang berbasis kompetensi dan

profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

Dalam melaksanakan peranannya sebagai pengelola manajemen
kepegawaian di daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Padang Panjang menghadapi beberapa isu strategis yang perlu
mendapatkan perhatian serius. Di bidang pembinaan pegawai, aspek

kedisiplinan, semangat kerja dan etos kerja pegawai terus ditingkatkan.

Isu strategis terkait diklat adalah kurangnya sarana dan prasarana
pendukung yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Padang Panjang, khususnya tidak adanya gedung diklat yang
representatif. Selain itu hal-hal yang jﬁga perlu mendapatkan perhatian serius
adalah terbatasnya jumlah aparatur yang berkualitas untuk pengembangan
pendidikan dan pelatihan di daerah, serta belum adanya analisis kebutuhan

diklat yang komprehensif yang sesuai dengan karakterisitik dan kebutuhan
daerah.

Dalam hal peningkatan kualitas dan sumber daya aparatur, isu strategis
yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Padang Panjang adalah masih belum terpenuhinya
proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan kompisisi aparatur sesuai
dengan kebutuhan organisasi, belum adanya sistem pola karir yang jelas
'se'bégéi pedoman bagi pégéwai melalui sistem karir berbasis kinerja, adanya
pembatasan penerimaan CPNS sehingga tenaga manajerial lebih banyak

dibandingkan dengan tenaga teknis/operasional. Untuk merespon isu-isu
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